KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 533 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AZZAHRA MUTIAH
KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS] SUMATERA SELATAN,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 o at (2)
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 | ntang
venyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberik o izin
operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan  antor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan:

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan marasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat +elahui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan niorasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

¢. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputt: an ini
tclah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kel vakan
yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera ©clatan
tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Ma¢ rasah
Ibtidaiyah Azzahra Mutiah Kota Prabumulih.

t. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang istemn
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesis “ahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republilt Inl nesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dar Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 6);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang ' andas
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia "ahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind mesia

Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Perturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahar atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 teatang & andar
Nasional Pendidikan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Mahun

2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republile 1n! snesia

Nomor 5410);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Innesia
Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49< 1):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengc lolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran liegara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah (iubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ! ntang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (l.en baran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

%. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahu 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/M:lrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsan: viyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan- Minimal Pendidikan: cli
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Per turan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan N: sional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Per cawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama lIslam pada & kolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo: 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \gama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan N lenteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama [slam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tfentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian \gama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851):

}2. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 i ntang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah (liubah

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 | ntang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahu 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita legara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSEKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENT iRIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADFASAH
IBTIDAIYAH AZZAHRA MUTIAH KOTA PRABUMULIH.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah |-epada
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah | epada

Kepala Kantor Kementerian Agama yang memua' paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelal anaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pc ndidik

dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi aleditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai kef ntuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana din aksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi :tandar

pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan d:» 1/atan
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDU/ huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin opcr sional

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap b rlaku,

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dinaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi :tandar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan doi/atan
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDU/ huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin oper isional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 Juni 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 533 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBIERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AZZAHRA MUTIAH

KOTA PRABUMULIH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

| |Nama Madrasah

MI. AZZAHRA MUTIAH

2 |Nomor Statistik Madrasah

111216740006

3 |Alamat Madrasah

Jalan Raya Desa Pangkul
Desa / Kelurahan Pangkul
Kecamatan Cambai

Kota Prabumulih

Provinsi Sumatera Selatan

| 4 |Nama Organisasi Penyelenggara

AZZAHRA MUTIAH

5 |Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

No. 120 Rizwansyah, SH Tanggal 30 Mei
2018

6 [Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU 0007663.AH.01.04 Tanggal 3 Juni
2018




